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Abstract: Akta roya mortgages rights are usually made by 
the Land Office which indicates that the creditor's 
receivable has been paid or the certificate of liability is 
removed because it has been deleted. However, because the 
certificate of mortgage that is controlled by creditors is lost, 
then in the case of the right of liability delete can not be 
deleted in the certificate of mortgage. In this case the 
creditor requires a notarize deed of notarial deed or 
notarized deed or deed made by a notary. Akta roya hak 
tanggungan is one of the authentic deeds made by a notary 
at the request of the creditor as the party containing the 
statement of the creditor that the certificate of debtor's 
right of debt in his power has been lost. The existence of 
notarial deeds within the scope of the mortgage rights has 
not been explicitly regulated in UUJN, UUHT and other 
regulations, but the notary may make this deed based on 
the authority of a notary as meant in Article 15 paragraph 
(1) UUJN. In that provision there is a blurred norm 
regarding the authority of a notary to create a deed of the 
rights of the dependent. The issues raised in this research 
are about the authority of a notary to make deed roya 
mortgages, and position aka roya mortgages made by a 
notary. The results of this study indicate that in general the 
notary has the authority to make a notarial deed in the 
form of the deed of the right of the death based on Article 
15 paragraph (1) UUJN, as long as there is no other rule 
more specifically regulate it. Akta roya hak tanggungan is a 
notarial deed which has a position as a substitute of the 
missing mortgage certificate, which functions as a 
requirement of registration of roya or write off of 
dependent righ 
 
Abstrak: Akta roya hak tanggungan biasanya dibuat oleh 
Kantor Pertanahan yang menandakan bahwa piutang 
kreditor telah lunas atau sertifikat hak tanggungan dicoret 
karena sudah hapus. Namun karena sertifikat hak 
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tanggungan yang dikuasai oleh kreditor hilang, maka dalam 
hal hak tanggunganya hapus tidak bisa dilakukan 
pencoretan dalam sertifikat hak tanggungan. Dalam hal ini 
kreditor memerlukan akta roya hak tanggungan secara 
notariel atau akta yang dibuat oleh notaris.  Akta roya hak 
tanggungan merupakan salah satu akta otentik yang dibuat 
notaris atas permintaan kreditor sebagai pihak yang berisi 
pernyataan pihak kreditur bahwa sertipikat hak 
tanggungan debitor yang berada dalam kekuasaannya telah 
hilang. Keberadaan akta roya hak tanggungan dalam ruang 
lingkup hak tanggungan belum diatur secara tegas dalam 
UUJN, UUHT dan peraturan lainnya, namun notaris dapat 
membuat akta ini dengan berlandaskan kewenangan 
notaris sebagaimana Pasal 15 ayat (1) UUJN. Dalam 
ketentuan tersebut terdapat adanya norma kabur 
mengenai kewenangan notaris untuk membuat akta roya 
hak tanggungan. Permasalahan yang diangkat dalam 
penelitian ini adalah tentang kewenangan notaris membuat 
akta roya hak tanggungan, dan kedudukan aka roya hak 
tanggungan yang dibuat oleh notaris. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa secara umum notaris berwenang 
membuat akta notariel berupa akta roya hak tanggungan 
berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN, selama tidak ada 
aturan lain yang lebih khusus mengatur hal tersebut. Akta 
roya hak tanggungan merupakan akta notariil yang 
mempunyai kedudukan sebagai pengganti sertifikat hak 
tanggungan yang hilang, yang berfungsi sebagai syarat 
pendaftaran roya atau pencoretan hak tanggungan.  
 
Kata Kunci: Hak tanggungan, akta roya, kewenangan 
 
Pendahuluan 
Tanah merupakan salah satu yang dapat digunakan 
sebagai barang jaminan untuk pembayaran utang yang 
paling disukai oleh lembaga keuangan yang memberikan 
fasilitas kredit. Sebab tanah pada umumnya mudah dijual, 
harganya terus meningkat, mempunyai tanda bukti hak, sulit 
digelapkan dan dapat dibebani dengan hak tanggungan yang 
memberikan hak istimewa kepada kreditor.1 Jaminan yang 
                                                        
1 Effendi Perangin, Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit (Jakarta: 
Rajawali, 1991), 9. 
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berupa hak atas tanah pembebanannya diatur dalam 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 
Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda 
yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT).  
Naning Indratni, sebagaimana dikutip Andrian Sutedi,  
mengemukakan UUHT sangat berarti terutama di dalam 
menciptakan unifikasi Hukum Tanah Nasional, khususnya di 
bidang hak jaminan atas tanah.2 Dalam Pasal 1 ayat (1) 
UUHT, disebutkan bahwa Hak Tanggungan adalah Hak 
Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, sebagaimana 
dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda-
benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, 
untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan 
kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap 
kreditor-kreditor lain. Sutan Remy Sjahdeini menegaskan 
“Hak tanggungan ini merupakan lembaga hak jaminan yang 
kuat atas benda tidak bergerak berupa tanah yang dijadikan 
jaminan, karena memberikan kedudukan yang lebih tinggi 
(didahulukan) bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan 
dibandingkan dengan kreditor lainnya.”3 
Hak Tanggungan merupakan salah satu lembaga hak 
jaminan kebendaan (hak atas tanah), yang lahir dari 
perjanjian.4 Hak atas tanah yang dibebani jaminan dengan 
Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (1) dan ayat (2) UUHT dimulai dengan tahap pemberian 
Hak Tanggungan di hadapan PPAT yang berwenang dan 
dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 
dan diakhiri dengan tahap pendaftaran Hak Tanggungan di 
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan 
Sertifikat Hak Tanggungan.  
                                                        
2 Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 17. 
3 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan Pokok dan 
Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (suatu Kajian Mengenai Undang-undang 
Hak Tanggungan) (Bandung: Alumni, 1999), 15. 
4 Denico Doly, “Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya,” 
Negara Hukum 2, no. 1 (Juni 2011): 106. 
Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Roya  
 
 
Al-Qānūn, Vol. 21, No. 1, Juni 2018 
88 
Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) UUHT, terhadap 
pembebanan Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada 
Kantor Pertanahan. Berkenaan dengan pendaftaran Hak 
Tanggungan, ditentukan pula dalam Pasal 13 ayat (5) jo ayat 
(4) UUHT bahwa lahirnya Hak Tanggungan pada hari tanggal 
buku tanah Hak Tanggungan lengkap surat-surat yang 
diperlukan bagi pendaftarannya. Pendaftaran tersebut 
dilakukan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah 
penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan. 
Setelah Sertifikat Hak Tanggungan dikeluarkan, maka 
secara yuridis telah terjadi peralihan hak dari debitor 
kepada kreditor yang tertulis dalam Sertifikat Hak 
Tanggungan, begitu juga Sertifikat Hak Atas Tanah akan 
beralih ke atas nama pemegang Hak Tanggungan (kreditor). 
Dengan kata lain saat itulah telah lahir Hak Tanggungan. 
Pada sertifikat Hak atas Tanah akan tertulis nama pemegang 
Hak Tanggungan (kreditor) dan dasar beralihnya hak. 
Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak atas Tanah 
kemudian diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan 
(Bank) atau kuasanya, yang biasanya berada pada kreditor 
sebagaimana ditentukan Pasal 14 ayat (4) jo Pasal 13 ayat 
(3). 
Ada saat lahirnya Hak Tanggungan, tentu ada pula 
saat berakhirnya Hak Tanggungan.5 Dalam ketentuan Pasal 
18 ayat (1) UUHT dinyatakan bahwa Hak Tanggungan 
berakhir atau hapus karena beberapa hal sebagai berikut: 
a. hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan; 
b. dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak 
Tanggungan; 
c. pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan 
peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri; 
                                                        
5 Ilman Hadi, “Istilah Roya,” diakses 20 Februari 2018, 
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt513fdcf08e6ea/arti-istilah-roya. 
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d. hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak 
Tanggungan.6 
Setelah Hak Tanggungan hapus, selanjutnya 
dilakukan pencoretan catatan atau roya Hak Tanggungan. 
Pencoretan catatan atau roya Hak Tanggungan ini dilakukan 
demi ketertiban administrasi dan menurut Adrian Sutedi 
tidak mempunyai pengaruh hukum terhadap Hak 
Tanggungan yang bersangkutan yang sudah hapus.7 Dalam 
UUHT ditetapkan prosedur dan jadwal yang jelas mengenai 
pelaksanaan pencoretan dan kepada Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota diberi waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah 
diterimanya permohonan untuk melaksanakan pencoretan 
(roya) Hak Tanggungan. 
Menurut Pasal 22 UUHT setelah Hak Tanggungan 
hapus, kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mencoret 
catatan Hak Tanggungan tersebut pada buku tanah hak atas 
tanah dan sertifikatnya. Adapun Sertifikat Hak Tanggungan 
yang bersangkutan ditarik dan bersama-sama buku tanah 
Hak Tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kantor 
Pertanahan. Jika sertifikat sebagaimana dimaksud di atas 
karena sesuatu sebab misalnya hilang sehingga tidak 
dikembalikan kepada Kantor Pertanahan, hal tersebut 
dicatat pada buku tanah Hak Tanggungan. 
Apabila Sertifikat Hak Tanggungan tersebut hilang 
akibat kelalaian kreditor, pencurian atau force majeur 
setelah hutang debitor lunas tetapi belum diroya, atau ketika 
berada di tangan debitor setelah hutangnya lunas, tetapi 
belum sempat untuk diroya, atau bisa juga terjadi surat 
pencoretan atau royanya hilang, maka dalam praktek 
biasanya dibuat Akta Roya Hak Tanggungan secara notariil 
oleh Notaris. Selanjutnya akta ini dibawa ke Kantor 
Pertanahan, sebetulnya sebagai bukti adanya Hak 
                                                        
6 Rudi Indrajaya dan Ika Ikmassari, Kedudukan Akta Izin Roya Hak Tanggungan 
Sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan yang Hilang (Jakarta: Visimedia, 
2016), 3. 
7 Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, 84. 
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Tanggungan adalah Sertifikat Hak Tanggungan, maka untuk 
keperluan pencatatan hapusnya Hak Tanggungan tersebut, 
di samping harus diserahkan Sertifikat hak atas tanah dan 
surat tanda bukti penghapusan hak tanggungan. Jurnal 
hukum ini membahas berkenaan dengan kewenangan 
notaris membuat akta roya hak tanggungan dan juga 




Penelitian ini bersifat normatif, dengan menggunakan 
pendekatan secara statute approach dan conseptual 
approach. Bahan hukum primer yang digunakan berupa 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, 
Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 
Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan 
Tanah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 
Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 
Tanah, serta bahan hukum sekunder berupa pendapat para 
sarjana, literatur-literatur, majalah, bahan kuliah. 
 
Perjanjian Kredit  
Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian yang 
lazim dilakukan dalam bidang hukum perbankan. Di dalam 
perjanjian kredit, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu 
bank selaku kreditor dan nasabah selaku debitor. Perjanjian 
kredit yang biasa dilakukan oleh lembaga perbankan, dalam 
bentuknya dapat dibuat di bawah tangan atau secara 
notariel (akta yang dibuat di hadapan notaris). 
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Kredit didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam 
yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya 
setelah jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukan bahwa 
dalam perjanjian kredit terdapat suatu tenggang waktu 
antara saat perjanjian kredit dicairkan dengan saat 
pengembalian kredit. Adanya tenggang waktu tersebut bank 
selaku kreditor akan menanggung risiko selama perjanjian 
kredit dari kemungkinan debitur tidak mampu 
mengembalikan pinjamannya.  
Dalam memberikan kredit kepada masyarakat, bank 
harus merasa yakin bahwa dana yang dipinjamkan kepada 
masyarakat itu akan dapat dikembalikan tepat pada 
waktunya8 beserta bunganya dengan syarat-syarat yang 
telah disepakati bersama oleh bank dan nasabah (debitur) 
bersangkutan di dalam perjanjian kredit. Berdasarkan 
ketentuan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan (selanjutnya disingkat UU Perbankan), bahwa 
dunia perbankan dalam melakukan usahanya berasaskan 
demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-
hatian, maka bank hanya akan memberikan kredit dengan 
salah satu pertimbangan apabila mendapatkan keyakinan 
atas kemampuan debitur dalam mengembalikan 
pinjamannya. 
Prinsip yang dipertimbangkan oleh bank sebelum 
memberikan kredit yang diajukan oleh debitur, yaitu wajib 
mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam 
atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur 
untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan 
dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana 
ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan. Keyakinan dapat 
diperoleh bank dengan cara penilaian yang seksama 
terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek 
usaha dari nasabah (debitur). Mengingat pentingnya 
                                                        
8 Doly, “Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya,” 112. 
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kedudukan dana perkreditan tersebut dalam proses 
pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima 
kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan 
melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan yang 
dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak 
yang berkepentingan.9 Mengingat pula bahwa agunan 
sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila 
berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh 
keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan 
utangnya, maka agunan hanya dapat berupa barang, proyek, 
atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang 
bersangkutan serta hak atas tanah.  
 
Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kredit 
Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan 
tersebut dalam proses pembangunan, sudah semestinya jika 
pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait 
mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan 
yang kuat dan yang dapat pula memberikan kepastian 
hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Dalam Pasal 
51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut juga Undang-
Undang Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA), 
sudah disediakan lembaga hak jaminan yang kuat yang 
dapat dibebankan pada hak atas tanah, yaitu Hak 
Tanggungan, sebagai pengganti lembaga Hypotheek dan 
Credietverband. Hak Tanggungan mendapat pengaturan 
dalam Pasal 25, Pasal 33, dan Pasal 39 UUPA ditetapkan 
mengenai hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan 
utang dengan dibebani Hak Tanggungan, yaitu tanah dengan 
status hak milik, hak guna usaha, serta hak guna bangunan.  
Bagi hak tanggungan yang telah hapus karena debitor 
telah membayar lunas, maka dilakukan pencoretan hak 
tanggungan oleh Kantor Pertanahan atas dasar sebagai 
berikut: 
                                                        
9 Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, 3. 
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1. Permohonan yang diajukan oleh pihak yang 
berkepentingan dengan melampirkan: 
2. Sertifikat Hak Tanggungan yang telah diberi coretan 
oleh kreditor bahwa Hak Tanggungan hapus karena 
piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak 
Tanggungan itu sudah lunas, atau 
3. Pernyataan tertulis dari kreditor bahwa Hak 
Tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin 
pelunasannya dengan Hak Tanggungan itu telah lunas, 
atau 
4. Pernyataan tertulis dari kreditor bahwa kreditor telah 
melepaskan Hak Tanggungan yang bersangkutan 
5. Perintah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya 
meliputi tempat Hak Tanggungan yang bersangkutan 
didaftar dengan melampirkan salinan penetapan atau 
putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan yang 
memerintahkan pencoretan Hak Tanggungan, 
berhubung kreditor tidak bersedia memberikan 
pernyataan sebagaimana dimaksud di atas, atau 
permohonan perintah pencoretan timbul dari sengketa 
yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri lain. 
Penjelasan Pasal 22 ayat (1) UUHT, disebutkan 
bahwa  pencoretan catatan atau Roya Hak Tanggungan 
dilakukan demi ketertiban administrasi dan tidak 
mempunyai pengaruh hukum terhadap Hak Tanggungan 
yang  bersangkutan sudah hapus. Hak Tanggungan hapus 
karena peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 UUHT.  Berdasarkan Pasal 18 UUHT, Hak 
Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut :   
1. Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan.   
2. Dilepaskan Hak Tanggungan oleh pemegang Hak 
Tanggungan   
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3. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan 
peringkat oleh Ketua  Pengadilan Negeri.   
4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak 
Tanggungan. 
Hapusnya Hak Tanggungan karena hapusnya utang 
yang dijamin dengan Hak Tanggungan merupakan 
konsekwensi dari sifat accesoir dari Hak Tanggungan yaitu 
adanya Hak Tanggungan tergantung pada adanya piutang 
yang dijamin pelunasannya. Hak Tanggungan lahir pada 
tanggal hari ke 7 (tujuh) setelah penerimaan secara lengkap 
surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya. Hapusnya 
Hak Tanggungan yang disebabkan karena hapusnya utang 
yang  dijamin dengan Hak Tanggungan dan hapusnya hak 
atas tanah yang menjadi obyek  Hak Tanggungan merupakan 
hapusnya Hak Tanggungan karena hukum. Sedangkan  
hapusnya Hak Tanggungan karena dilepaskan oleh 
pemegang Hak Tanggungan serta  pembersihan Hak 
Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua  
Pengadilan Negeri merupakan hapusnya Hak Tanggungan 
karena dengan sengaja  dihapuskan.  
Hak tanggungan yang telah hapus, maka diadakan 
pencoretan catatan atau roya Hak Tanggungan pada 
sertifikat Hak Tanggungan. Maksud adanya pencoretan/roya 
Hak Tanggungan demikian pula pada buku tanah atau 
sertifikat tanah yang bersangkutan ialah agar dapat  
diketahui oleh umum bahwa tanah-tanah tersebut telah 
bebas kembali, tidak dibebani Hak Tanggungan.   
Pencoretan/roya Hak Tanggungan tersebut akan 
terjadi masalah jika Sertifikat Hak Tanggungannya karena 
sesuatu sebab hilang, karena tidak mungkin akan dilakukan 
pencoretan manakala obyek yang akan dicoret yaitu 
Sertifikat Hak Tanggungan itu sendiri tidak ada. Praktek di 
lapangan bila terjadi hal yang demikian diperlukan 
keterlibatan notaris yang mempunyai kewenangan 
membuat akta, yakni dengan membuat akta notariel yang 
disebut Akta Roya Hak Tanggungan. 
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Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Roya 
Istilah roya memang dikenal dalam ketentuan 
perundang-undangan mengenai tanah. Istilah roya dapat 
ditemukan dalam penjelasan umum Undang-undang No. 4 
Tahun 1996 tentang Hak tanggungan Atas Tanah Beserta 
Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Di dalamnya 
dinyatakan: “Pada buku tanah Hak Tanggungan yang 
bersangkutan dibubuhkan catatan mengenai hapusnya hak 
tersebut, sedang sertifikatnya ditiadakan. Pencatatan serupa, 
yang disebut pencoretan atau lebih dikenal sebagai "roya", 
dilakukan juga pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah 
yang semula dijadikan jaminan. Sertifikat hak atas tanah 
yang sudah dibubuhi catatan tersebut, diserahkan kembali 
kepada pemegang haknya.”10 
Sedangkan aspek hukum yang timbul dari 
penghapusan Hak Tanggungan (Roya) terhadap sertifikat 
tanahnya adalah bahwa dengan adanya penghapusan Hak 
Tanggungan / Roya terhadap sertifikat tanahnya, maka hal 
ini dapat diketahui oleh umum dan masyarakat akan tahu 
bahwa tanah yangtelah dibebankan tadi telah bebas dan 
kembali dalam keadaan yang semula. Selain itu roya 
tersebut dilakukan demi ketertiban administrasi dan tidak 
mempunyai pengaruh hukum terhadap Hak Tanggungan 
yang sudah dihapus. Dan apabila sertifikat hak atas tanah 
tersebut tidak segera diroya atau dihapus, maka sertifikat 
hak atas tanah masih atas nama pemegang Hak Tanggungan 
dalam hal ini adalah pihak kreditur (Bank). Karena masih 
atas nama pihak kreditur (Bank), maka pemilik sertifikat 
hak atas tanah tidak bisa melakukan perbuatan hukum, 
sebelum sertifikat hak atas tanah tersebut dihapus/diroya.11 
Dalam hal proses pembuatan Akta Roya Hak 
Tanggungan ini debitur menghadap ke notaris sehingga 
peran Notaris sangat diperlukan. Dalam hal ini debitur 
                                                        
10 Hadi, “Istilah Roya.” 
11 Miranda Fitraya, “Praktik Pelaksanaan Roya Hak Tanggungan pada Kantor 
Pertanahan Kota Samarinda,” Jurnal Ilmiah, FH-Unmul Samarinda, 2012, 5. 
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membutuhkan kepastian hukum serta alat bukti otentik atas 
perbuatannya. Oleh karena itu, Akta Roya Hak Tanggungan 
ini secara yuridis memerlukan bantuan Notaris dalam 
kapasitasnya sebagai pejabat umum yang memiliki 
kewenangan membuat akta otentik.   
Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN, diatur bahwa: “ 
Notaris berwenang membuat  akta Autentik mengenai 
semua perbuatan perjanjian dan ketetapan yang  diharuskan 
oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang 
dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan 
dalam Akta  Autentik, menjamin kepastian tanggal 
pembuatan akta, menyimpan akta,  memberikan grosse, dan 
salinan kutipan akta". 
Peran Notaris sangat dibutuhkan oleh bank, hal ini 
juga berkaitan dengan  Risiko hukum atas roya hak 
tanggungan  yang diagunkan oleh debitur sebagai  jaminan  
kredit, Oleh karena itu, jasa notaris sangat dibutuhkan dalam 
dunia perbankan, termasuk dalam pembuatan Akta Roya 
Hak Tanggungan ini untuk menghindari terjadinya hal-hal 
yang tidak dikehendaki, misalnya pengingkaran yang 
dilakukan oleh perbankan, maka pihak debitur tidak  ingin 
mengambil risiko, untuk itu,  maka Akta Roya Hak 
Tanggungan tersebut haruslah dibuat dalam bentuk akta 
otentik. Tujuannnya adalah untuk memberikan kepastian 
hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian 
kredit yang dibuat sebelumnya. 
Fungsi Akta Roya Hak Tanggungan adalah sebagai 
pernyataan persetujuan untuk mencoret atau meroya, 
sebagai pengganti dari Sertifikat Hak Tanggungan yang 
hilang, atau untuk mengganti surat pencoretan atau roya 
yang hilang. 
Akta Roya merupakan salah satu akta otentik yang 
dibuat Notaris12 atas permintaan Bank yang berisi 
pernyataan pihak Bank bahwa Sertipikat Hak Tanggungan 
yang berada dalam kekuasaannya telah hilang, dimana 
                                                        
12 Doly, “Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya,” 107. 
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Sertipikat Hak Tanggungan itu merupakan syarat bagi 
debitor yang telah melunasi hutangnya untuk melakukan 
Roya. Keberadaan Akta Roya Hak Tanggungan didasarkan 
pada kebiasaan dalam praktek karena dalam peraturan 
perundang-undangan terkait Hak Tanggungan belum diatur. 
Akta Roya Hak Tanggungan ini dibuat oleh Notaris 
dengan berdasarkan pada Pasal 122 ayat (1) Peraturan 
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 
Pendaftaran Tanah, yang menentukan: 
“Pendaftaran hapusnya Hak Tanggungan yang disebabkan 
oleh hapusnya utang yang dijamin dilakukan berdasarkan:  
1. pernyataan dari kreditor bahwa utang yang dijamin 
dengan Hak Tanggungan itu sudah hapus atau sudah 
dibayar lunas, yang dituangkan dalam akta otentik atau 
dalam surat pernyataan di bawah tangan, atau  
2. tanda bukti pembayaran pelunasan utang yang 
dikeluarkan oleh orang yang berwenang menerima 
pembayaran tersebut, atau  
3. kutipan risalah lelang objek Hak Tanggungan disertai 
dengan pernyataan dari kreditor bahwa pihaknya 
melepaskan Hak Tanggungan untuk jumlah yang 
melebihi hasil lelang yang dituangkan dalam surat 
pernyataan di bawah tangan.  
Selain atas dasar peraturan di atas, notaris membuat 
Akta Roya Hak Tanggungan juga berdasarkan 
kewenangannya membuat akta sebagaimana Pasal 15 ayat 
(1) UUJN, yaitu: 
(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai 
semua perbuatan, perjanjian, dan peneapan yang 
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan 
dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan 
untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin 
kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya 
itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan 
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atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain 
yang ditetapkan oleh undang-undang.  
Pencoretan/roya Hak Tanggungan yang dilakukan 
oleh Kantor Pertanahan dan Akta Roya Hak Tanggungan 
yang dibuat oleh notaris pada dasarnya sama, yaitu 
menerangkan bahwa pinjaman atau kredit oleh dibitur 
sudah lunas, dengan demikian secara otomatis hak 
tanggungannya hapus. Maka dari itu dicoretlah hak 
tanggungan tersebut. Akta Roya Hk Tanggungan yang dibuat 
oleh notaris disebabkan karena sertifikat hak tanggungan 
hilang.13 
Berebeda dengan Sertifikat Hak atas Tanah, jika 
sertifikat tersebut hilang atau rusak, maka bisa diterbitkan 
sertifikat pengganti, untuk sertifikat Hak Tanggungan tidak 
diterbitkan sertifikat pengganti. Hal ini dikarenakan bahwa 
hilangnya sertifikat Hak Tanggungan pada hakikatnya dapat 
merugikan kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur. 
Kerugian bagi debitur adalah apabila terjadi kredit macet 
maka kreditur kesulitan untuk mengajukan permohonan 
lelang atas objek Hak Tanggungan karena sertifikat Hak 
Tanggungan tidak dapat dilampirkan dalam permohonan 
lelang kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara 
(KP2LN). Sedangkan bagi kreditur adalah kesulitan untuk 
melakukan roya Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan.14 
Kalau memang benar-benar terjadi kehilanagan, maka 
sebagai penggantinya adalah Akta Roya Hak Tanggungan 
yang dibuat oleh notaris sebagai syarat untuk melakukan 
roya hak tanggungan yang telah hapus. 
Akta roya tersebut merupakan suatu persyaratan 
guna melaksanakan tertib administrasi pertanahan. Dalam 
hal ini berarti bahwa kedudukan akta roya hak tanggungan 
yang dibuat oleh notaris merupakan suatu kebiasaan dalam 
praktik notaris. Akta roya merupakan akta notariil yang 
                                                        
13 Indrajaya dan Ikmassari, Kedudukan Akta Izin Roya Hak Tanggungan Sebagai 
Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan yang Hilang, 4. 
14 Fitraya, “Praktik Pelaksanaan Roya Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan 
Kota Samarinda,” 8. 
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mempunyai kedudukan sebagai penganti sertifikat hak 
tanggungan yang hilang, yang berfungsi sebagai syarat 
pendaftaran roya atau pencoretan hak tanggungan. Dengan 
demikian akta roya dalam praktek pendaftaran tanah 
kedudukannya sama dengan sertifikat roya yang hilang 
sebagai syarat pendaftaran hak atas tanah. Kedudukan akta 
roya hak tanggungan yang dibuat oleh notaris hanya sebagai 
pengganti sertifikat Hak Tanggungan yang hilang dalam 
proses roya bukan untuk eksekusi, sehingga kedudukannya 
tidak disamakan dengan Sertifikat Hak Tanggungan yang 
memiliki kekuatan eksekutorial karena tidak diatur dalam 
undang-undang atau aturan yang tegas.  
 
Penutup 
Berdasarkan berbagai pemaparan di atas, maka dapat 
dsimpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Dalam hal proses pembuatan Akta Roya Hak 
Tanggungan, debitur perlu menghadap ke notaris, dalam 
rangka kepastian hukum sebagai alat bukti otentik atas 
perbuatannya, sesuai dengan Pasal Pasal 15 ayat (1) 
Undang-undang Jabatan Notaris. 
2. Di sisi lain, peran Notaris sangat dibutuhkan oleh bank, 
berkaitan dengan  “risiko hukum” atas roya hak 
tanggungan  yang diagunkan oleh debitur sebagai  
jaminan  kredit. 
3. Fungsi Akta Roya Hak Tanggungan adalah sebagai 
pernyataan persetujuan untuk mencoret atau meroya, 
sebagai pengganti dari Sertifikat Hak Tanggungan yang 
hilang, atau untuk mengganti surat pencoretan atau roya 
yang hilang. 
4. Akta Roya merupakan salah satu akta otentik yang 
dibuat Notaris atas permintaan Bank yang berisi 
pernyataan pihak Bank bahwa Sertipikat Hak 
Tanggungan yang berada dalam kekuasaannya telah 
hilang, dimana Sertipikat Hak Tanggungan itu 
merupakan syarat bagi debitor yang telah melunasi 
hutangnya untuk melakukan Roya.  
Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Roya  
 
 




Doly, Denico. “Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan 
Roya.” Negara Hukum 2, no. 1 (Juni 2011). 
Fitraya, Miranda. “Praktik Pelaksanaan Roya Hak Tanggungan 
pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda.” Jurnal Ilmiah, 
FH-Unmul Samarinda, 2012. 
Hadi, Ilman. “Istilah Roya.” Diakses 20 Februari 2018. 
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt513fdcf08e
6ea/arti-istilah-roya. 
Indrajaya, Rudi, dan Ika Ikmassari. Kedudukan Akta Izin Roya Hak 
Tanggungan Sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan 
yang Hilang. Jakarta: Visimedia, 2016. 
Perangin, Effendi. Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan 
Kredit. Jakarta: Rajawali, 1991. 
Sjahdeini, Sutan Remy. Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan 
Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (suatu 
Kajian Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan). 
Bandung: Alumni, 1999. 
Sutedi, Adrian. Hukum Hak Tanggungan. Jakarta: Sinar Grafika, 
2012. 
 
